
 

BUPATI BADUNG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 
 

NOMOR   4   TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BADUNG, 
 
 

Menimbang :   a.  bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip 
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan 
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; 

  b.  bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 17 Tahun 1999 tentang 
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan 
kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; 

  c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b  perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- 
daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1);  

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG  
 

dan 
 

BUPATI BADUNG 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. 

 
 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Badung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 

5. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sarana pelayanan penyediaan parkir di tepi 
jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 

6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

7. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah retribusi atas jasa pelayanan parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum. 
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8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk 
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang 
berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ 
atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 
barang, fasilitas, atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan. 

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi yang terutang. 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan kegiatan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

15. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk 
meletakan kendaraan ( mobil penumpang, bus / truk atau sepeda motor), termasuk ruang 
bebas dan lebar buka pintu. 

16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 
oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.  

 
 

BAB II 
 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
 

Pasal 2 
 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas jasa 
pelayanan parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum. 

 
 

Pasal 3 
 

Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan 
oleh Pemerintah Daerah, meliputi : 

a. penyediaan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum; 

b. penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir di tempat parkir di tepi jalan 
umum; dan 

c. memberikan kenyamanan dan ketertiban tempat parkir di tepi jalan umum. 
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Pasal 4 
 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa 
pelayanan dan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan/ditentukan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi.   

 

BAB III 
 

GOLONGAN RETRIBUSI  
 

Pasal 5 
 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. 
 
 

BAB IV  
 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
 

Pasal 6 
 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas SRP dan frekwensi penggunaan tempat 
parkir. 
 

 

BAB V 
 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF 
 

Pasal 7 
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 

 
 

BAB VI 
 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal 8 
 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : 

a. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00  per kendaraan setiap parkir; 

b. kendaraan penumpang roda empat (sedan, suburban, pick up dan Jeep) sebesar          
Rp. 2.000,00  per kendaraan setiap parkir; 

c. kendaraan roda lebih dari empat (truck engkel, mikrobus, mobil box) sebesar                   
Rp. 5.000,00  per kendaraan setiap parkir; 

d. kendaraaan bus besar dan truck sebesar Rp. 10.000,00  setiap parkir. 
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Pasal 9 

 
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

 

BAB VII 
  

WILAYAH PEMUNGUTAN 
 

Pasal 10 
 

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Badung. 
 
 
 

BAB VIII 
 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, 
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN  

 
Pasal 11 

 
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang 
dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
 

Pasal 12 
     
(1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi. 

(2) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas. 

(3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu 
dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) 
hari kerja. 

(5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan 
dalam buku daftar penerimaan retribusi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penetuan tempat pembayaran, 
angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
 
 
 
 


